
SALiNAN

PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN BALANGAN

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA

PUSAT KESEHATAN MASYARAI{AT (PUSKESMAS}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG METTA ESA

Menimbang : a.

BUPATI BALAI{GAN,

bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur

kesejahteraan umum harus diwujudkan dalam bentuk

pemberianberbagaiupayakesehatankepadaseluruh
masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan

kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh

masyarakat;

bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan

masyarakat diselenggarakan upaya kesehatan dengan

pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan

(promotif), Pencegahan penyakit (preventif)'

penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan

kesehatan (rehabiiitatif), yang dilaksanakan secara

menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;

bahwa untuk menutupi sebagian biaya

penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat serta sebagai salah satu upaya untuk

peningkatanPendapatanAsliDaerahperludipungut
Retribusi PelaYanan Kesehatan;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2OAg tentang Pajak daerah dan Retribusi

Daerah, untuk memberikan kepastian hukum bagi

masyarakat, Peraturan Daerah yang mengatur

b.

c.

d.



e.

retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Balangan

perlu disesuaikan;

bahwa berd.asarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf

d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Fusat Kesehatan

Masyarakat (PUSKESMAS) ;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2AO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan

Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan

{Lembaran Negari Republik Indonesia Tahun 2OA3

irlo*o, 22, T-ambahan Lembaan Negara Republik

Indonesia Nomor a265);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2OA4 Nomor \25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437\

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 48a\;llndang-Undang Nomor 18

Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aBS1);

Mengingat : 1.

2.

3. Undang-Und"ang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan p"Utit (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOg Nomor lL2 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O'

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 50a9);



5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2AAg tentang

Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2aog Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5%a\;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tenta-ng

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
nepuUtit< Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a578\;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaian Negaia Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 1Lg, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

l_0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2Al1 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor

6efl;

1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor A2

Tahun 2oo8 tentang urusan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Baiangan
(L,embaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008
irlo*o. 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 43);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03

Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi Dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Baiangan Tahun 2008

illomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
BalanganNomor44)Sebagaimanateiahdiubah,



terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun
2OlL tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2AO8 tentang
Pembentukan Organisasl Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan(Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2oll Nomor 18);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten
Balangan Tahun 2OAg Nomor 1O, tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYA? DATRAH I{ABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG R TRIBUSI
PELAYAI{AN KESEHATAIT PADA PUSAT

KESEHATAN MASYARAI(AT {PUSKESMAS}.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintah Daerah Kabupaten Balangan'
3. Bupati adalah BuPati Balangan.
4. Saiuan Kerja Peiangkat Daerah yang seianjutnya disingkat SKPD

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan.

S. pejabat adalah PJgawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'



6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang meiakufan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

atau Bad.an Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpuian, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
utu,, oiganisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana pada
Dinas Kesehatan yang terdiri atas Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) dan Instalasi Farmasi.
irusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas
adalah unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan
pelayanan Rawat Jalan, dan atau pelayanan Rawat Inap termasuk
Fuskesmas Pembantu, dan Pelayanan Pusling (Fuskesmas Keliling)'

7.
8.

o

1O. puskesmas Pembantu adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyangkut bagian
*it"Jr*f, kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari
Puskesmas.

ll.puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan keliling yang

dilengkapi dengan sarana kend.araan bermotor roda 4 (empat) dal
p"t*tlt n kesJhatan, serta sejumlah tenaga yang berasal dari
iruskesmas guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan
Puskesmas yttrg belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan.

L2.PeLayanan Kesehatan adaiah segala kegiatan pelayanan kesehatan
yan; diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya'

13. irehlanan Rawai ;alan adalah pelayanan kepada pasien untuk
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan pelayanan

kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap'
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk

observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan
atau pelayanan kesehatan iainnya dengan menempati tempat tidur'

15. pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat
lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah I
menanggulangi resiko kematian atau cacat'

16. Klinik konseltg adalah pelayanan konsultasi yang diberikan oleh

tenaga kesehaian dengan tujuan untuk menunjang pelayanan

kesehatan.

17. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan atau pengobatan

dengan menggunakan alat atau ketrampilan khusus dan tindakan

adalah tindakan Pembedahan Yang
umum, Pembiusan iokal atau tanPa

diagnosis lainnYa'
18. Tindakan Medik OPeratif

menggunakan Pembiusan
pembiusan.


